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Abstract: This study aims to map scientific trends and global collaboration dynamics in land use studies
in land policy, with a focus on developing countries. Using a bibliometric approach to 124 Scopus-
indexed scientific articles during the period 2015-2025, the analysis was conducted using the
Bibliometrix package in R Studio software. The results show a significant increase in the number of
publications, especially since 2020, but this trend has not been accompanied by a commensurate
increase in scientific impact. The most prominent central themes include “land management,” “land
tenure,” and “land use planning,” while interdisciplinary approaches linking land issues to climate
change and sustainable development continue to strengthen. Countries such as the Netherlands and
Ethiopia dominate scientific production and collaboration, reflecting the strengthening involvement of
the Global South in the global land discourse. A systematic synthesis of 17 selected articles identified
three priority research agendas for further study: analysis of polycentric governance models that
synergize various systems and actors; causal measurement of the impacts and trade-offs between land
certification programs, food security, and ecosystem integrity; and economic-political studies of
geospatial technologies to prevent new forms of digital land grabbing. These research agendas are
expected to facilitate the transition from mere land administration to transformative, adaptive, and
equitable land governance for developing countries.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren keilmuan dan dinamika kolaborasi global
dalam studi penatagunaan tanah dalam kebijakan pertanahan, dengan fokus pada negara
berkembang. Menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap 124 artikel ilmiah terindeks Scopus
selama periode 2015-2025, analisis dilakukan dengan menggunakan Bibliometrix package pada
perangkat lunak R Studio. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi, terutama
sejak 2020, namun tidak diikuti oleh peningkatan dampak ilmiah yang sebanding. Tema sentral yang
paling menonjol meliputi “land management”, “land tenure”, dan “land use planning”, sementara
pendekatan lintas disiplin yang mengaitkan isu tanah dengan perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan terus menguat. Negara-negara seperti Belanda dan Etiopia tampil dominan dalam
produksi dan kolaborasi ilmiah, mencerminkan penguatan keterlibatan Global South dalam wacana
pertanahan global. Sintesis sistematis dari 17 artikel terpilih mengidentifikasi tiga agenda riset
prioritas lanjutan: analisis model tata kelola polisentris yang menyinergikan berbagai sistem dan aktor,
pengukuran secara kausal dampak dan trade-off antara program sertifikasi lahan, ketahanan pangan,
dan integritas ekosistem, dan studi ekonomi-politik teknologi geospasial untuk mencegah jenis baru
perampasan tanah secara digital. Agenda riset tersebut diharapkan dapat memfasilitasi transisi, dari
hanya sekadar administrasi pertanahan, menjadi tata kelola pertanahan yang transformatif, adaptif,
dan berkeadilan bagi negara berkembang.
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Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap sumber daya lahan di negara-
negara berkembang meningkat secara eksponensial sebagai konsekuensi dari urbanisasi yang
tidak terkendali, ekspansi ekonomi yang eksploitatif, serta lemahnya kapasitas institusional
dalam pengelolaan ruang. Perluasan lahan pertanian dan deforestasi, terutama di negara-
negara seperti Indonesia, Nigeria, dan Brasil, didorong oleh integrasi pedesaan ke dalam
ekonomi global, tekanan demografis, serta persaingan penggunaan lahan untuk pangan dan
energi. Dinamika ini tidak hanya meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan dan
memperburuk krisis iklim, tetapi juga berdampak pada kemerosotan kualitas hidup
masyarakat rentan (Barbier, 2004; Choi et al., 2020).

Ketimpangan antara kebutuhan ruang dan ketersediaan lahan yang dikelola secara adil
dan berkelanjutan telah memperkuat fragmentasi tata ruang, memperluas konflik
pemanfaatan lahan, dan memperlemah legitimasi kebijakan penataan wilayah. Hal-hal
tersebut mengindikasikan adanya krisis struktural dalam sistem penataan pertanahan yang
selama ini cenderung teknokratis dan reduktif, serta mengabaikan kompleksitas sosial-politik
dan ekologis yang melingkupi ruang hidup masyarakat.

Penatagunaan tanah, sebagai salah satu instrumen kunci dalam sistem pertanahan,
seyogianya memainkan peran strategis dalam merumuskan arah pemanfaatan ruang yang
adil, adaptif, dan kontekstual. Namun, praktiknya di banyak negara berkembang, termasuk
Indonesia, menghadapi berbagai tantangan sistemik seperti ketidakpastian hukum,
keterbatasan infrastruktur data spasial, dualisme kelembagaan, serta resistensi politik dalam
implementasi perencanaan terpadu (Chigbu et al., 2017; Delphin et al., 2022). Hambatan
tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hak tenurial, terutama bagi komunitas
lokal dan masyarakat adat, serta memperkuat eksklusi sosial dan ketimpangan sosial-ekonomi
dalam penguasaan lahan (Putri et al., 2024).

Secara global, meningkatnya urgensi akan good land governance dan keberlanjutan
ruang telah memicu integrasi pendekatan-pendekatan baru dalam sistem pertanahan,
termasuk pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs), pendekatan berbasis
hak, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses penatagunaan tanah. Misalnya, Ding
dan Luo (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi ruang perkotaan yang didukung oleh
ekonomi digital berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Sementara itu, Papaskiri
et al. (2021) menyoroti potensi penggunaan sistem informasi spasial dan teknologi digital
dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penatagunaan tanah.

Meskipun literatur di bidang ini berkembang pesat, sebagian besar studi masih bersifat
sektoral, teknokratis, dan kurang menggali dinamika epistemologis maupun trajektori evolusi
ilmu penatagunaan tanah. Sebagian kajian juga belum secara sistematis mengaitkan isu
penatagunaan tanah dengan konteks negara berkembang yang menghadapi problem akut
tata ruang, ketimpangan akses lahan, dan konflik tenurial. Studi terdahulu cenderung
berfokus pada aspek teknis perencanaan, serta kurang memperlihatkan sinergi antara
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dimensi sosial-politik dan pendekatan kebijakan berbasis bukti dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menanggapi kesenjangan literatur dengan mengusulkan
pendekatan bibliometrik sebagai alat analitis untuk mengevaluasi struktur, dinamika, dan
arah perkembangan keilmuan penatagunaan tanah dalam kerangka kebijakan pertanahan.
Analisis bibliometrik memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap dinamika literatur
ilmiah melalui identifikasi tren utama, pola kolaborasi, aktor berpengaruh, dan
perkembangan topik penelitian dalam suatu bidang keilmuan (He et al., 2025). Kajian
semacam ini masih cukup langka di negara berkembang dan penting untuk mengisi
kekosongan konseptual dalam perumusan kebijakan pertanahan yang lebih reflektif.

Penelitian ini secara khusus menyoroti dinamika penelitian penatagunaan tanah yang
relevan dengan negara-negara berkembang, dengan fokus pada negara seperti Indonesia,
Etiopia, dan beberapa negara di benua Afrika serta Amerika Selatan yang secara representatif
menghadapi tekanan terhadap lahan, kompleksitas regulasi pertanahan, serta tantangan
dalam mencapai keadilan spasial. Hasil studi ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi
serta arah penelitian lanjutan yang lebih inklusif, transformatif, dan berbasis pada
pemahaman lintas-disiplin terhadap konteks lokal dan global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis bibliometrik
untuk menganalisis lanskap literatur ilmiah yang berkaitan dengan penatagunaan tanah
dalam konteks kebijakan pertanahan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui
pencarian sistematis di basis data Scopus. Analisis bibliometrik ini menggunakan Bibliometrix
R package yang dikembangkan oleh Aria dan Cuccurullo (2017) untuk mengidentifikasi tren
temporal, kata kunci dominan, pola kolaborasi ilmiah, serta transformasi tematik dalam
literatur global. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci
spesifik dan kriteria yang telah ditentukan (Tabel 1).

Tabel 1. Pencarian berdasarkan kata kunci

Database Pencarian

( TITLE-ABS-KEY ( ( "land use planning" OR "land management" OR "land
utilization" OR "spatial planning" ) AND ( "land administration" OR "land
tenure" OR "land governance" ) ) AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR <
2026 ) AND ( "developing countries" ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE, "j"))
AND ( LIMIT-TO ( OA, "all" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) AND
( LIMIT-TO ( DOCTYPE, "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENVI" ) OR
LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA, "EART" ) ) AND
( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) )

Sumber: Hasil olahan penulis, 2025

Scopus

Hasil penelusuran berdasarkan kata kunci dan kriteria inklusi yang telah ditetapkan
memperoleh 124 dokumen yang dipublikasikan dalam rentang waktu satu dekade terakhir
(2015-2025). Seluruh dokumen yang teridentifikasi merupakan artikel jurnal ilmiah
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berbahasa Inggris yang termasuk dalam subjek ilmu lingkungan, ilmu sosial, serta ilmu bumi
dan planet. Dokumen-dokumen tersebut memenuhi syarat status publikasi final dan dapat
diakses secara terbuka. Data bibliometrik yang telah melalui proses penyaringan kemudian
diekspor dalam format BibTeX untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan Bibliometrix
package pada perangkat lunak R Studio.

Analisis bibliometrik dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji dua aspek utama, yaitu
analisis performa dan pemetaan keilmuan (Donthu et al., 2021). Analisis performa mencakup
analisis terhadap tren publikasi, jumlah sitasi ilmiah, tingkat produktivitas publikasi
berdasarkan negara, serta pola kolaborasi global yang terbentuk. Sementara itu, pemetaan
keilmuan dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi bidang-bidang
penelitian yang dominan serta analisis ko-okurensi kata kunci guna mengungkap hubungan
konseptual antar topik penelitian. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam
memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan struktur keilmuan dalam
bidang yang diteliti.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perkembangan literatur, tren, dan celah
riset untuk studi lanjutan, tetapi juga menjembatani kebutuhan akademis dan praktik
kebijakan dengan menyediakan dasar empiris bagi perumusan kebijakan. Untuk memastikan
transparansi, kerangka PRISMA digunakan guna mendokumentasikan alasan, metode, dan
hasil penelitian sebelumnya (Winarno et al.,, 2023). Kerangka tersebut menjadi dasar
interpretasi terhadap 17 artikel terpilih yang diperoleh melalui analisis bibliometrik (Gambar
1).

Identification of new studies via databases and registers

_E Records removed before screening:
E Records identified from: . | Records marked as ineligible by automation
E"E Databases (n = 124) tools (n = 67)
o Records removed for other reasons (n = 10)
=
r
Records screened Records excluded
(n=47 (n=23)
= r
= Reports sought for retrieval Reports not retrieved
B (n=44) o (n=10)
@
r
Reports assessed for eligibility Reports excluded:
(n=4d4) h (n=27)
g New studies included in review
= n=17)
f =4

Gambar 1. Proses seleksi artikel
Sumber: Hasil olahan penulis, 2025
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Hasil dan Pembahasan
Tren Publikasi dan Sitasi limiah
Publikasi ilmiah mengenai penatagunaan tanah dalam kerangka kebijakan pertanahan
menunjukkan tren yang menarik dalam periode 2015-2025. Secara kuantitatif, terdapat
peningkatan jumlah publikasi yang signifikan, khususnya sejak tahun 2018, dengan puncak
publikasi terjadi pada tahun 2021 dan 2023, masing-masing dengan 20 artikel. Tren ini
mengindikasikan meningkatnya perhatian ilmiah terhadap isu penatagunaan tanah, seiring
dengan meningkatnya kompleksitas kebijakan tata ruang, tantangan perubahan iklim, dan
tekanan global terhadap kebutuhan lahan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.
Namun demikian, peningkatan kuantitas publikasi tersebut tidak diiringi dengan
peningkatan dampak akademik. Hal ini tercermin dari tren penurunan rata-rata sitasi per
artikel (Mean TC per artikel), yang menunjukkan penurunan drastis dari 77,80 pada tahun
2015 menjadi hanya 0,33 pada tahun 2025 (Gambar 2). Penurunan serupa juga terlihat pada
indikator Mean TC per year, yang turun dari 7,07 pada tahun 2015 menjadi 0,33 pada tahun
2025.
—e— Jumlah Artikel

Mean TC per Artikel
—+— Mean TC per Tahun _ 70

—

-40

Jumlah Artike
Rata-rata Sitas

, = e -0

2016 2018 2020 2022 2024
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Gambar 2. Tren publikasi dan citasi ilmiah per tahun
Sumber: Hasil olahan penulis, 2025

Fenomena ini menimbulkan sejumlah implikasi penting yang perlu dianalisis secara
lebih mendalam. Pertama, penurunan tingkat sitasi dapat mencerminkan isu kejenuhan topik
(topic saturation), di mana tema-tema umum seperti penggunaan lahan untuk urbanisasi atau
konversi lahan pertanian telah banyak dikaji dan mengalami repetisi konsep, tanpa adanya
inovasi teoritik atau metodologis yang signifikan. Kedua, terdapat indikasi bahwa banyak
publikasi terbaru belum memiliki waktu yang cukup untuk diakui dan disitasi oleh komunitas
ilmiah global, mengingat siklus sitasi yang secara alami membutuhkan waktu. Dampak ilmiah
secara interdisipliner membutuhkan jangka waktu pengutipan (Chen et al., 2022).
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Ketiga, penurunan tersebut juga mungkin terkait dengan pergeseran fokus global dalam
studi-studi tata ruang dan pertanahan. Misalnya, meningkatnya perhatian pada isu-isu lintas
sektoral seperti climate-smart land use, nature-based solutions, dan tata kelola lahan berbasis
hak (rights-based land governance) dapat menggeser relevansi studi-studi konvensional
mengenai penatagunaan tanah yang tidak secara langsung terhubung dengan isu-isu
tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian arah penelitian agar tetap relevan
secara global.

Artikel yang paling banyak disitasi dalam periode ini adalah Hamann et al. (2015) dengan
172 sitasi, diikuti oleh Kleemann et al. (2017) sebanyak 138 sitasi, dan Sklenicka (2016)
sebanyak 118 sitasi. Umumnya, artikel-artikel dengan sitasi tertinggi memiliki karakteristik
yang kuat dari sisi inovasi konseptual, cakupan spasial yang luas (misalnya studi komparatif
lintas negara), serta keterkaitan erat dengan agenda global seperti keberlanjutan, mitigasi
perubahan iklim, atau keadilan spasial. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan
dampak akademik, studi penatagunaan tanah perlu memperkuat dimensi teoritis dan
relevansi global, sekaligus mengembangkan pendekatan lintas-disiplin dan transnasional yang
lebih kuat.

Dengan demikian, meskipun tren publikasi terus meningkat, penurunan dalam tren
sitasi menjadi peringatan penting bagi komunitas akademik. Upaya peningkatan kualitas
penelitian perlu difokuskan pada penguatan kebaruan teoritik, relevansi kebijakan, inovasi
metodologis, dan keterhubungan dengan agenda global agar publikasi tidak hanya melimpah
secara kuantitatif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan dan
transformasi kebijakan penatagunaan tanah, khususnya di negara berkembang.

Negara Paling Berpengaruh dan Kolaborasi Global

Belanda merupakan negara yang paling berpengaruh dalam publikasi ilmiah bertema
Penatagunaan Tanah dalam Kebijakan Pertanahan dari tahun 2015 hingga 2025, dengan total
36 publikasi tercatat (Tabel 2). Dominasi ini mencerminkan tidak hanya tingginya
produktivitas akademik institusi riset Belanda, tetapi juga peran strategisnya sebagai pusat
referensi dan penghubung dalam jaringan riset global. Komitmen Belanda dalam isu-isu
pertanahan juga tercermin dalam keberlanjutan proyek internasional, program
pembangunan kapasitas, serta keterlibatan dalam forum kebijakan global berbasis riset.

Selain Belanda, negara-negara seperti Jerman (31 publikasi), Amerika Serikat (27),
Etiopia (25), dan Inggris (22) turut menempati posisi sentral dalam lanskap ilmiah global
bidang ini. Menariknya, keterlibatan Etiopia sebagai salah satu negara berkembang dengan
kontribusi publikasi yang tinggi menandakan adanya pembalikan tren dominasi akademik, di
mana negara-negara Global South mulai memainkan peran yang lebih aktif dan bukan sekadar
objek studi.

Peta kolaborasi global (Gambar 3) menunjukkan bahwa hubungan antarnegara tidak
hanya intens secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dalam bentuk kolaborasi substantif.
Misalnya, kemitraan antara institusi riset di Belanda dan Etiopia, maupun antara Inggris dan
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Kenya, sebagian besar ditandai oleh co-authorship lintas institusi dan lintas negara yang
bersifat substansial, yaitu kolaborasi yang melibatkan peran aktif dalam seluruh tahapan riset,
mulai dari perumusan kerangka teoretik, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan
artikel. Ini berbeda dari pola kolaborasi simbolik atau nominal co-authorship, yang sering kali
hanya mencantumkan nama afiliasi mitra dari negara berkembang tanpa kontribusi signifikan
dalam isi riset (He et al., 2025; Kwiek, 2015).

Tabel 2. 10 negara paling produktif dalam publikasi terkait

No. Negara Jumlah Publikasi
1 Belanda 36
2 Jerman 31
3 Amerika Serikat 27
4 Etiopia 25
5 Inggris 22
6 Australia 20
7 Afrika Selatan 16
8 Tiongkok 14
9 Indonesia 13
10 Belgia 10

Sumber: Hasil olahan penulis, 2025

Gambar 3. Peta kolaborasi global
Sumber: Hasil olahan penulis, 2025
Sebagai contoh, dalam beberapa publikasi yang berasal dari kemitraan Belanda dan
Etiopia, penulis dari Etiopia secara aktif memimpin pengumpulan data lapangan, analisis
spasial berbasis konteks lokal, serta interpretasi kebijakan berbasis realitas sosial-ekonomi
domestik. Hal ini memperkuat validitas temuan sekaligus mencerminkan pendekatan
kolaboratif yang sejajar dan inklusif.
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Lebih lanjut, pola kolaborasi global menunjukkan keterhubungan antara negara-negara
Eropa dan negara-negara di Afrika seperti Etiopia dan Kenya. Jejaring kolaboratif ini
memperlihatkan bahwa isu penatagunaan tanah telah bergeser dari diskursus teknokratik
yang sempit menjadi diskursus multidimensional yang mencakup keadilan spasial, hak atas
tanah, dan ketahanan lingkungan. Negara-negara Global South tidak lagi sekadar menjadi
ladang pengumpulan data, melainkan mitra strategis dalam produksi pengetahuan yang
reflektif terhadap dinamika lokal dan global.

Kolaborasi internasional yang bermakna, ketika dijalankan berdasarkan prinsip saling
percaya, pertukaran pengetahuan, dan keadilan epistemik, terbukti meningkatkan kualitas
dan relevansi hasil riset. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi integrasi perspektif lokal
ke dalam diskursus ilmiah global, sekaligus menjembatani kesenjangan antara produksi
pengetahuan akademik dan kebutuhan kebijakan publik (Freshwater et al., 2006; Haley et al.,
2024). Dengan demikian, kolaborasi global bukan hanya soal jumlah publikasi bersama,
melainkan kualitas interaksi ilmiah yang membentuk landasan bagi kebijakan pertanahan
yang lebih berkelanjutan, adil, dan kontekstual di berbagai negara berkembang.

Kata Kunci dan Tema Penelitian

Berdasarkan analisis visual terhadap jaringan keterkaitan kata kunci dan peta tematik,
tampak bahwa penelitian mengenai penatagunaan tanah dalam kebijakan pertanahan
terpusat pada sejumlah kata kunci utama yang sering muncul dan menunjukkan
keterhubungan konseptual yang kuat, yaitu “land management”, “land tenure”, dan “land use
planning” (Gambar 4). Ketiganya menempati posisi sentral dalam jaringan, mencerminkan
peran mereka sebagai poros dalam wacana ilmiah bidang ini. Selain itu, kata kunci seperti
“land rights”, “land reform”, dan “governance approach” juga muncul dengan frekuensi
tinggi, memperlihatkan bahwa perhatian akademik tidak hanya pada aspek teknis
perencanaan, tetapi juga pada dimensi keadilan, kepemilikan, serta pendekatan tata kelola
yang inklusif dan partisipatif.

Peta tematik (Gambar 5) mendukung temuan ini dengan menempatkan “land
management”, “land tenure”, dan “land use planning” dalam kuadran basic themes. Tema
tersebut, meskipun sangat terkoneksi dengan berbagai konsep lain, masih menunjukkan
tingkat perkembangan konseptual dan metodologis yang relatif rendah. Hal ini
mengindikasikan bahwa aspek-aspek tersebut masih berfungsi sebagai dasar fondasi wacana,
namun belum dieksplorasi secara maksimal dalam konteks interdisipliner maupun dalam
pendekatan berbasis kasus di berbagai negara berkembang.
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Gambar 4. Jaringan keterkaitan kata kunci
Sumber: Hasil olahan penulis, 2025
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Gambar 5. Peta tematik
Sumber: Hasil olahan penulis, 2025
Sebaliknya, tema seperti “sustainable development”, “land use”, dan “land use change”
masuk dalam kategori motor themes, yang menandakan peran mereka sebagai penggerak
utama dalam pengembangan ilmu. Tema-tema tersebut penting karena berada pada titik
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temu antara permasalahan agraria, perencanaan tata ruang, dan tantangan lingkungan
global. Isu perubahan penggunaan lahan dan pembangunan berkelanjutan berkembang
dinamis sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan akan kebijakan pertanahan yang
adaptif terhadap krisis iklim, degradasi lahan, serta urbanisasi yang tidak terkontrol. Dinamika
tersebut menjadikan motor themes tidak hanya sentral, tetapi juga adaptif dan terus
berkembang secara konseptual maupun aplikatif.

Lebih lanjut, tema seperti “ecosystem service”, “forest management”, dan “climate
change” menempati posisi sebagai niche themes, yakni tema yang memiliki kepadatan tinggi
namun masih terbatas koneksinya dengan tema utama lainnya. Meski demikian, posisi ini
tidak menandakan marginalitas, melainkan mencerminkan sifat tematik yang lebih khusus,
namun sangat penting dalam menjawab tantangan lintas disiplin, terutama terkait integrasi
antara penatagunaan tanah dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi
lingkungan. Misalnya, isu ecosystem service menjadi krusial karena menggambarkan transisi
cara pandang terhadap tanah bukan hanya sebagai objek produksi, melainkan juga sebagai
sistem ekologis yang mendukung keberlanjutan hidup. Dalam konteks negara berkembang,
pendekatan ini penting untuk merumuskan kebijakan pertanahan yang memperhitungkan
keberlanjutan fungsi ekologis serta keadilan akses terhadap sumber daya alam.

Analisis juga mengungkap keterkaitan kuat antara kata kunci seperti “policy
implementation”, “local participation”, dan “property rights”, yang memperkuat pentingnya
aspek sosial-politik dalam studi kebijakan pertanahan. Keterlibatan aktor seperti pemerintah,
masyarakat adat, dan petani kecil (smallholders) menjadi fokus utama, terutama dalam
kerangka pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Hal
ini menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-
kultural di mana tanah diperebutkan, dikelola, dan dilindungi (Chipenda, 2022; le Polain de
Waroux et al., 2021).

Dengan demikian, analisis kata kunci dan peta tematik memberikan gambaran evolusi
arah penelitian dalam bidang penatagunaan tanah. Motor themes berkembang pesat seiring
kompleksitas tantangan global, sementara niche themes menjadi peluang penting untuk
pengembangan pendekatan baru yang responsif terhadap dimensi lingkungan dan sosial yang
saling berkelindan. Pemahaman atas peta tematik ini tidak hanya penting untuk
mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan prioritas penelitian, tetapi juga untuk
merancang kebijakan berbasis bukti yang inklusif dan kontekstual (Kuhn et al., 2021; Snilstveit
et al., 2016). Dalam lanskap yang semakin kompleks, kolaborasi lintas disiplin dan partisipatif
menjadi kunci dalam memastikan bahwa penatagunaan tanah tidak sekadar teknokratis,
melainkan transformatif dalam mencapai keadilan ruang dan keberlanjutan (Bodin, 2017;
Waeterloos, 2021).

Implikasi dan Arah Penelitian Kebijakan Pertanahan Bagi Negara Berkembang

Berdasarkan sintesis sistematis terhadap 17 artikel terpilih, penelitian ini
mengidentifikasi tiga tema strategis dalam penatagunaan tanah di negara berkembang: (1)
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evolusi reformasi pendaftaran tanah melampaui adopsi awal, (2) rekonfigurasi mekanisme
resolusi konflik tenurial dalam proyek skala besar, dan (3) instrumentasi inovasi geospasial
untuk tata kelola vyang inklusif. Analisis kami menunjukkan bahwa sekadar
merekomendasikan adopsi prinsip Fit-for-Purpose (FFP) tidak lagi memadai. Tantangan saat
ini bergeser pada implementasi FFP generasi kedua, yakni mengatasi friksi antara kerangka
hukum nasional yang rigid dan realitas sosio-legal di tingkat lokal. Studi kasus dari Indonesia
(Chehrehbargh et al., 2024; Kusuma et al., 2023) dan Kenya (Hoefsloot & Gateri, 2024) secara
kolektif memperlihatkan bahwa kegagalan bukan terletak pada konsep FFP itu sendiri,
melainkan pada fragmentasi tata kelola, lemahnya interoperabilitas antar lembaga dan
ketiadaan mekanisme partisipasi publik yang terlembagakan secara efektif.

Konflik tenurial, sebagaimana dianalisis dalam konteks Ghana (Abdul-Kareem et al.,
2021) dan Indonesia (Pinuji et al., 2023; Susman et al., 2021), merupakan perubahan dari
paradigma alokasi lahan yang sentralistik dan ekstraktif. Oleh karena itu, rekomendasi
kebijakan harus bergerak melampaui seruan umum untuk "transparansi". Implikasi yang lebih
tajam menuntut pengembangan kerangka hukum hibrida yang secara formal mengakui
pluralisme tenurial. Hal tersebut berarti merancang protokol khusus untuk valuasi dan
kompensasi tanah adat atau komunal yang tidak hanya berbasis nilai pasar, tetapi juga
memasukkan valuasi non-pasar (nilai budaya dan ekologis).

Di ranah teknologi, pemanfaatan geospasial partisipatif di Rwanda (Nyandwi et al.,
2019) dan Etiopia (Dagne et al., 2023) memang terbukti berpotensi. Namun, kontribusi
kebijakan yang signifikan terletak bukan pada adopsi teknologinya, melainkan pada
pembangunan arsitektur tata kelola data pertanahan yang terdesentralisasi. Keberhasilan
implementasi, seperti yang diisyaratkan oleh sistem SiGIT di Mozambik (Balas et al., 2021),
bergantung pada tiga pilar: (1) protokol interoperabilitas data yang memungkinkan integrasi
data partisipatif ke dalam sistem kadaster nasional, (2) regulasi perlindungan data yang
berpusat pada pemilik lahan (bukan negara), dan (3) strategi mitigasi risiko eksklusi digital
bagi kelompok rentan.

Analisis komparatif ini mengidentifikasi dua kesenjangan konseptual dalam literatur: (1)
kegagalan mengintegrasikan valuasi ekosistem dan modal sosial ke dalam model administrasi
pertanahan, serta (2) defisit studi longitudinal-kuantitatif yang mengukur trade-off dan
sinergi antara keamanan tenurial, produktivitas ekonomi, dan keadilan agraria. Implikasi dari
temuan ini menuntut pergeseran dari sekadar "desentralisasi" menuju pengembangan model
tata kelola pertanahan polisentris. Model tersebut mengoperasionalkan kerangka Smart Land
Governance (Azadi et al., 2023) yang melampaui digitalisasi semata, dengan menekankan
pada analitik data prediktif untuk mitigasi konflik dan perencanaan tata ruang yang adaptif.
Agenda riset mendatang harus diprioritaskan pada: (a) analisis operasionalisasi model tata
kelola polisentris yang mensinergikan berbagai sistem dan aktor, (b) analisis longitudinal
untuk mengukur secara kausal dampak dan trade-off antara program sertifikasi lahan,
ketahanan pangan, dan integritas ekosistem, dan (c) studi ekonomi-politik teknologi
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geospasial untuk mencegah bentuk-bentuk baru perampasan tanah (land grabbing) secara
digital.

Adopsi pendekatan polisentris dan berbasis data tersebut menjadi kunci untuk
mengatasi paradoks kebijakan pertanahan saat ini: di mana tekanan pembangunan justru
mengakselerasi degradasi lahan dan eksklusi sosial. Dengan demikian, pencapaian target Land
Degradation Neutrality (LDN) tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi pada
reformasi tata kelola fundamental yang menjamin pembangunan berkelanjutan dan
ketahanan pangan (Barbier & Hochard, 2018; Chan et al., 2023).

Kesimpulan

Dinamika perkembangan keilmuan terkait penatagunaan tanah di negara berkembang
telah terpetakan melalui analisis bibliometrik yang komprehensif. Temuan menunjukkan
bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi ilmiah selama satu
dekade terakhir (2015-2025), dampak akademik yang diukur melalui sitasi masih relatif
terbatas. Dominasi negara-negara seperti Belanda dan Jerman dalam produksi pengetahuan
mulai diimbangi oleh keterlibatan aktif negara-negara Global South, menandai pergeseran
menuju jejaring kolaborasi ilmiah yang lebih inklusif. Secara tematik, penelitian mengungkap
ketimpangan pada isu-isu penatagunaan tanah dan hak kepemilikan dengan perkembangan
konseptual yang lebih dinamis di bidang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, agenda riset lanjutan yang cukup penting
berkonsentrasi pada tiga agenda prioritas. Pertama, analisis operasionalisasi model tata
kelola polisentris yang mensinergikan berbagai sistem dan aktor. Kedua, menerapkan
metodologi kuantitatif-longitudinal untuk mengukur secara kausal dampak dan trade-off
antara program sertifikasi lahan, ketahanan pangan, dan integritas ekosistem. Ketiga,
menyelidiki ekonomi-politik teknologi geospasial untuk memastikan keadilan dan mencegah
bentuk-bentuk baru perampasan tanah secara digital. Agenda riset tersebut akan
memfasilitasi transisi, dari hanya sekadar administrasi pertanahan, menjadi tata kelola
pertanahan yang transformatif, adaptif, dan berkeadilan bagi negara berkembang.
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